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CHAPTER 1:
RINGKASAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

1. TARGET ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan 2022 diproyeksi dalam rentang 5,2 - 5,8 persen, didasarkan pada:

a. Asumsi pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,1 - 5,3 persen, konsumsi LNPRT 6,0
- 7,8 persen, konsumsi rumah tangga 3,2 - 4,4 persen, PMTB 5,4 - 6,9 persen, ekspor
4,3 - 6,8 persen, dan impor 3,6 - 7,8 persen, dari sisi pengeluaran.

b. Asumsi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 3,6 - 4,0 persen,
pertambangan dan penggalian 1,8 - 2,2 persen, industri pengolahan 5,3 - 5,9 persen,
konstruksi 6,0 - 6,8 persen, transportasi dan pergudangan 7,5 - 8,0 persen, jasa
keuangan dan asuransi 5,5 - 5,9 persen, dan informasi dan komunikasi 9,8 - 10,3
persen, dari sisi sektoral.

c. Asumsi bahwa jangkuan pelaksanaan vaksinasi mampu mewujudkan kekebalan
komunitas (herd immunity) di seluruh wilayah Indonesia pada pertengahan 2022.

d. Asumsi bahwa penggunaan intensif teknologi informasi dan komunikasi digital
diperkirakan tetap menjadi norma standar yang dijalani masyarakat, khususnya
perkotaan.

e. Asumsi pertumbuhan konsumsi rumah tangga didasarkan pada kembalinya
confidence masyarakat dalam berbelanja dan beraktivitas ke level sebelum pandemi
akibat dorongan dari keberhasilan pengendalian pandemi, stabilitas inflasi dalam
rentang 3 £ 1 persen, serta konsistensi dukungan kebijakan pemerintah dalam
memperkuat perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin yang salah
satunya ditempuh melalui penguatan dan penyempurnaan program perlindungan
sosial guna lebih efektif dan tepat sasaran.

f.  Asumsi pertumbuhan konsumsi rumah tangga didasarkan pada kebijakan belanja
negara 2022 yang akan tetap ekspansif dan konsolidatif guna menjalankan fungsi
kebijakan countercyclical guna memulihkan kesehatan masyarakat, melindungi
masyarakat miskin dan rentan, serta membantu jump-start dunia usaha yang
terdampak pandemi.

g. Asumsi pertumbuhan PMTB atau investasi didasarkan pada konsistensi kebijakan
reformasi struktural yang dijalankan Pemerintah guna mendukung perbaikan tingkat
konsumsi masyarakat melalui dampak kebijakan reformasi yang mampu mendorong
terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas (decent jobs), LPl yang
diperkirakan mampu mendorong arus investasi masuk dari sektor bernilai tambah
tinggi baik dari PMA maupun PMDN, stabilitas peringkat sovereign credit rating, terus
dilaksanakannya pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk mendukung
upaya pemulihan dan transformasi khususnya melalui penyelesaian berbagai PSN
yang diyakini memiliki multiplier effect tinggi.

h. Asumsi pertumbuhan ekspor dan impor didasarkan pada arah pemulihan dan
perbaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global khususnya mitra dagang utama
Indonesia, terus berjalannya program vaksinasi masif secara global untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat global melakukan aktivitas ekonomi,
reformasi struktural yang akan mendorong kinerja investasi yang akhirnya
diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional (baik untuk ekspor
maupun pemenuhan kebutuhan domestik), strategi penguatan industri domestik
guna meningkatkan daya saing dan produktivitas yang pada gilirannya diharapkan
mampu mendorong ekspor dan mengurangi impor, penguatan program pembiayaan
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ekspor nasional (National Interest Account), peningkatan perjanjian kerja sama
perdagangan internasional.

i. Asumsi dari sisi sektor didasarkan pada kebijakan reformasi struktural yang akan
diarahkan untuk peningkatan investasi dan ekspor yang antara lain didukung dengan
industrialisasi dan pengembangan sektor bernilai tinggi, pengembangan pariwisata,
serta penguatan sektor pendukung infrastruktur, penyangga ketahanan pangan dan
energi. Industrialisasi dilakukan melalui pengembangan hilirisasi komoditas dan
industri yang menggunakan teknologi tinggi (salah satunya nikel yang diarahkan
untuk menghasilkan produk industri logam dasar dengan pembangunan smelter
yang terus bertumbuh, serta pengembangan industri baterai, memberikan dukungan
pada kapasitas industri pengolahan eksisting dan industri terdampak pandemi untuk
tetap bertahan dan segera pulih (khususnya industri yang mampu mendukung upaya
substitusi barang impor), memperkuat sinergi industri hulu dan hilir, mengubah
partisipasi industri nasional dalam Global Value Chain dari forward participation
menjadi backward participation melalui pengembangan industri pengolahan nasional
yang menggunakan teknologi medium atau high guna menghindari ketergantungan
pada industri berbasis komoditas, pengembangan pendidikan vokasi untuk
menyiapkan SDM yang selaras dengan kebutuhan industri pengolahan dan adaptif
terhadap perkembangan di masa depan, meningkatkan kemudahan berusaha
dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan
kemudahan akses input dan pemasaran serta mewujudkan efisiensi biaya logistik,
penyederhanaan perizinan berusaha, memudahkan persyaratan investasi, serta
percepatan pengadaan tanah untuk kawasan industri.

j. Pengembangan pariwisata dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata baru,
dalam jangka pendek sehingga memberikan dukungan penuh untuk proses
pemulihan kinerja pariwisata (khususnya transportasi, akomodasi dan restoran),
serta terus melanjutkan pengembangan desitinasi super prioritas melalui
peningkatan 3A (atraksi, aksesibilitas dan amenitas) dan peningkatan 2P
(peningkatan promosi dan peningkatan partisipasi pelaku usaha swasta) dengan
pendekatan storynomics yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture,
dan kekuatan budaya.

k. Aspek ketahanan sektor pangan dilakukan melalui pengembangan konsep kelompok
usaha (group of enterprises), serta terus meningkatkan proses mekanisasi dan
penggunaan teknologi untuk mendorong efisiensi produksi.

I.  Aspek ketahanan energi dilakukan melalui terus mendorong aktivitas eksplorasi
sumber minyak baru dan peningkatan kapasitas produksi kilang nasional,
mendorong berbagai proyek pengembangan EBT sebagai sumber energi listrik dan
transportasi, dukungan Pemerintah dalam pengembangan sumber energi ramah
lingkungan baik melalui insentif perpajakan, belanja negara (budget tagging),
maupun skema pendanaan kreatif non-APBN seperti green sukuk, BPDLH, inisiatif
carbon pricing, SDG Indonesia One, dan akses pendanaan internasional.

m. Aspek penguatan infrastruktur dilakukan melalui terus melanjutkan pembangunan
infrastruktur dasar dan konektivitas dalam PSN dan tepat waktu, serta pembangunan
infrastruktur TIK yang memadai.

1.2. Inflasi

Inflasi 2022 diproyeksi dalam rentang 3 = 1 persen, didasarkan pada:

a. Terus dilakukan penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank
Indonesia untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi nasional melalui
strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan
komunikasi efektif guna menciptakan ekspektasi inflasi yang positif.
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b. Terus melakukan kebijakan bantuan sosial dan subsidi dengan penyaluran yang
semakin tepat sasaran dan menempuh kebijakan perlindungan sosial lainnya
guna mendukung tingkat konsumsi masyarakat (terutama masyarakat miskin dan
rentan) guna menjaga keterjangkauan harga.

c. Konsistensi menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, pasar murah, serta
penetapan harga acuan dan harga eceren tertinggi, dengan tujuan menjaga daya
beli masyarakat.

d. Terus meningkatkan kapasitas produksi pertanian melalui pembangunan
infrastruktur dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan, pemenuhan
kebutuhan impor secara selektif dan terukur guna mengantisipasi fluktuasi harga,
terus mendorong kerja sama antar daerah dan pengelolaan produk pascapanen
guna memenuhi ketersedian pasokan antarwaktu dan antarwilayah, terus
mengupayakan pembangunan infrastruktur konektivitas baik darat, laut maupun
udara, pembangunan infrastruktur terintegrasi melalui dana transfer ke daerah
dan dana desa, terus melakukan pengawasan distribusi oleh penegak hukum,
serta pengelolaan kebijakan administered price secara hati-hati.

1.3. Nilai Tukar
Nilai tukar 2022 diproyeksi dalam rentang Rp13.900-Rp15.000 persen, didasarkan

pada:
a. Rata-rata nilai tukar rupiah di sepanjang 2021 diperkirakan berada pada kisaran
Rp14.450/USD.

b. Potensi stance kebijakan moneter akomodatif oleh otoritas moneter Amerika
Serikat yang akan sangat bergantung pada pencapaian tingkat inflasi dan
pengangguran 2021.

c. Perkembangan ketidakpastian di pasar keuangan global yang akan memengaruhi
pergerakan aliran modal ke negara emerging market, termasuk Indonesia.

d. Reformasi struktural di sektor infrastruktur dan pembentukan LPI diharapkan
mampu mendorong kepercayaan investor sehingga investasi asing di dalam
negeri dapat tetap terjaga.

e. Penguatan koordinasi dengan otoritas terkait di sektor keuangan yang salah
satunya melalui program pendalaman pasar dan reformasi struktural di sektor
keuangan.

f. Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholders untuk akselerasi
peningkatan kinerja neraca perdagangan dan jasa guna memperbaiki kinerja
current account deficit.

1.4. Suku Bunga Sun 10 Tahun

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 6,32—

7,27 persen, didasarkan pada:

a. Kebutuhan fiskal dan risiko ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang
diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan dalam
merespon situasi pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan ekonomi nasional
yang masih terus diupayakan hingga saat ini.

b. Pemerintah akan terus menggiatkan upaya pemulihan perekonomian Indonesia,
sehingga suku bunga SUN 10 tahun memiliki peluang melanjutkan tren
penurunan di tahun 2022. Selain itu, dengan terus mengupayakan kebijakan
yang mengarah pengelolaan dan kinerja fiskal yang prudent dan kuat, serta
menjaga inflasi juga akan mendorong suku bunga SUN 10 tahun ini pada tren
rendah, terlebih apabila didukung dengan stabilitas pasar keuangan global.

1.5. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)
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Harga minyak mentah Indonesia 2022 diproyeksi dalam rentang US$55 - US$65 per

barel masih cukup realistis, didasarkan pada:

a. Perkiraan ICP di 2021 berada di tingkat US$55/barel.

b. Proyeksi harga minyak mentah dunia yang akan terus mengalami peningkatan
seiring dengan pulihnya aktivitas perhubungan, perdagangan, industri dan
perekonomian global.

c. Tingkat permintaan 2022 diperkirakan meningkat hingga level yang sama
dengan sebelum masa pandemi.

d. OPECH+ dinilai akan lebih responsif dalam menjaga harga melalui kesepakatan
dalam pengaturan produksi ke depan.

e. Pesatnya penggunaan energi alternatif akan menjadi faktor penahan
peningkatan harga yang tinggi di masa recovery. Konflik geopolitik juga akan
masih menjadi faktor penentu harga minyak mentah dunia.

1.6. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi di 2022 diperkirakan masing-masing berada pada kisaran

686-726 ribu BPH dan 1.031-1.103 ribu BSMPH, dengan pertimbangan;

a. Harga minyak global di tahun 2021 sudah kembali meningkat. Peningkatan
harga minyak diharapkan menjadi momentum peningkatan aktivitas proyek hulu
migas yang sedang dikembangkan dan diharapkan dapat berdampak positif
pada kinerja lifting gas.

b. Pemerintah mendorong pelaksanaan program rutin KKKS sesuai dengan
komitmennya dalam Work Program and Budget (WP&B).

c. Ditahun 2021, Pemerintah dan KKKS telah menyepakati pengeboran sebanyak
616 sumur atau dua kali lipat dari realisasi pengeboran di tahun 2020.

d. Selain pengeboran, upaya perawatan dan kerja ulang sumur juga dilakukan
untuk menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan.
Sebanyak 14 proyek hulu migas juga diperkirakan akan on stream dan menjadi
tambahan lifting migas nasional di tahun 2021 dan 2022. Lifting minyak dan gas
bumi diperkirakan sesuai dengan asumsi APBN 2021, yaitu masing-masing
sebesar 705 ribu BPH dan 1.007 ribu BSMPH.

e. Ditahun 2022, Pemerintah akan terus berupaya agar pada tahun 2030 mencapai
produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per
hari di tahun 2030.

f. Program kerja utama yang mencakup pengeboran, kerja ulang, perawatan
sumur, serta opimalisasi fasilitas produksi akan terus dilaksanakan.
Pemanfaatan teknologi produksi, seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) juga
akan dimaksimalkan. Percepatan plan of development dan komersialisasi
proyek-proyek utama juga diupayakan.

g. Dari sisi permintaan, permintaan minyak dan gas akan meningkat sejalan
dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi yang mendorong penggunaan
moda transportasi dan peyerapan gas oleh sektor industri.
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CHAPTER 2:
RINGKASAN KRITIS REFORMASI STRUKTURAL

1. ARAH REFORMASI STRUKTURAL
Terdapat tujuh agenda reformasi struktural yang direncanakan oleh Pemerintah dalam
KEM PPKF 2022, yakni reformasi anggaran pendidikan, reformasi layanan kesehatan,
reformasi perlindungan sosial dan subsidi, infrastruktur, serta reformasi birokrasi, ASN dan
program pensiun masa depan.
1.1. Reformasi Anggaran Pendidikan

Reformasi anggaran pendidikan dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan di
bidang pendidikan, yakni indikator Human Capital Index (HCI) yang belum optimal,
rendahnya rata-rata lama sekolah, skor PISA yang tidak meningkat signifikan,
ketimpangan akses pendidikan terutama pendidikan menengah ke atas, ketersediaan
sarana prasarana yang belum merata, tingkat partisipasi PAUD yang masih harus
ditingkatkan, dan masih adanya mismatch pendidikan vokasi dengan kebutuhan
industri. Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan anggaran pendidikan
tahun 2022 secara umum diarahkan:

a. Peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar
Kementerian/Lembaga, terutama meliputi sinergi kegiatan prioritas, standarisasi
komponen belanja pendidikan, dan integrasi sistem monitoring dan evaluasi.

b. Penguatan penyelenggaraan PAUD, antara lain melalui penguatan dukungan
anggaran BOP PAUD dan Dana Desa.

c. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan mempercepat
rehabilitasi sarana prasarana, antara lain melalui Kementerian PUPR dan
pengembangan platform pembelajaran berbasis TIK.

d. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, antara lain melalui program
sertifikasi berbasis kompetensi, mendorong penerapan remunerasi dan jenjang
karir berbasis kinerja, dan penguatan program Merdeka Belajar.

e. Penguatan pendidikan vokasi, antara lain melalui perbaikan kurikulum dengan
memperbanyak muatan teknis, standarisasi mutu melalui pengajaran yang hybrid.
Pengembangan riset dan inovasi dengan kerja sama industri, serta penguatan
dukungan operasional pendidikan vokasi.

f. Penguatan investasi pemerintah di bidang pendidikan antara lain untuk
mendukung perluasan program beasiswa, pengembangan inovasi dan adopsi
TIK, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi kelas dunia.

1.2. Reformasi Layanan Kesehatan

Reformasi layanan kesehatan dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan di
bidang layanan kesehatan, yaitu masih relatif rendahnya belanja program pelayanan
preventif (mayoritas dari anggaran kesehatan masih dibelanjakan untuk pelayanan
kuratif, seperti bantuan iuran PBI JKN), masih rendahnya anggaran belanja sarpras
layanan kesehatan dan anggaran peningkatan kualitas tenaga kesehatan, masih
terhambatnya upaya penurunan stunting akibat pandemi COVID-19 yang disebabkan
menurunnya akses terhadap makanan bergizi. Untuk menjawab tantangan tersebut,
terdapat 8 agenda reformasi, yakni:

a. Penguatan puskesmas melalui penguatan fungsi promotif-preventif dan
peningkatan sarpras.

b. Peningkatan rumah sakit dan layanan kesehatan di Daerah Tertinggal,
Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPKT) melalui penguatan fungsi promotif-
preventif dan peningkatan sarpras.

c. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan melalui pembukaan
program diploma tenaga kesehatan yang langka dan redistribusi tenaga
kesehatan di DTPKT.
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1.3.
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d. Penguatan health security melalui surveilans penyakit terpadu real time dan
berbasis laboratorium, serta meningkatkan jejaring, mekanisme rujukan, dan
akreditasi laboratorium.

e. Peningkatan pengendalian penyakit dan imunisasi melalui perluasan imunisasi
PCV dan penyakit menular, serta pengurangan faktor risiko penyakit tidak
menular.

f. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan
kualitas produksi alat kesehatan dan bahan baku obat dalam negeri, serta
laboratorium uji alat kesehatan.

g. Pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat melalui telemedicine dan revitalisasi serta digitalisasi layanan
kesehatan.

h. Penguatan pembiayaan kesehatan melalui penguatan pembiayaan berbasis
kinerja antara lain BOK dan sistem kapitasi berbasis kinerja.

Reformasi Perlindungan Sosial dan Subsidi

Reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam
pelaksanaan pelindungan sosial hingga saat ini, yaitu belum harmonisnya berbagai
peraturan perundangan terkait, belum tegasnya definisi dan cukupan, belum
optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan, efektivitas program yang masih
perlu disempurnakan terutama terkait ketidaktepatan sasaran (exclusion dan
inclusion error). Reformasi perlindungan sosial dilakukan melalui:

a. Integrasi PIP dan PKH yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program.
Salah satu opsi besaran bantuan adalah dengan melihat komponen biaya
pendidikan khususnya biaya operasional bagi masyarakat 40 persen
berpenghasilan terendah.

b. Perluasan cakupan dan besaran bantuan sosial bagi lansia secara bertahap
dengan mengintegrasikan PKH Lansia dengan Bantu LU/ASLUT yang
diselenggarakan terpisah di luar PKH agar lebih bersinergi, efektif, dan efisien.
Perluasan ini dengan mempersiapkan sasaran dan kriteria penerima yang jelas,
termasuk mekanisme dan validasi, skema penyaluran yang sederhana dan
mudah diakses, serta kesiapan institusi pelaksana program dalam semua aspek
teknis dan regulasi.

c. Perluasan cakupan dan besaran manfaat bantuan sosial bagi penyandang
disabilitas secara bertahap dengan mengintegrasikan bagian PKH disabilitas
degan program asistensi rehabilitasi sosial (atensi) penyandang disabilitas yang
diselenggarakan terpisah di luar PKH agar lebih efektif dan efisien. Perluasan
secara bertahap ini dengan mempertimbangkan ketersediaan data, kesiapan
implementasi program, dan juga ketersediaan anggaran.

d. Bantuan luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja
Informal Rentan. Pemberian bantuan ini melengkapi bantuan iuran JKN yang saat
ini telah diberikan bagi 96,8 juta jiwa yang dimulai dengan cakupan terbatas dan
kemudian diperluas sesuai dengan kesiapan inplementasi dan ketersediaan
anggaran. Untuk tahapan awal, bantuan diberikan kepada pekerja informal rentan
dalam DTKS.

e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang merupakan amanat UU Nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan perlu ditempatkan dalam kerangka perlinsos secara
keseluruhan dan sejalan dengan program pemerintah lainnya.

f. Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik Rumah Tangga (RT)
melalui tarnsformasi subsidi energi yang berbasis komoditi (non targeted) menjadi
subsidi berbasis orang (targeted). Mekanisme transformasi ini menerapkan dua
konsep utama, yaitu harga komoditas LPG tabung 3 Kg maupun tarif listrik
golongan rumah tangga harus disesuaikan dengan harga keekonomian (getting
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the price right) dan melindungi masyarakat miskin dan rentan (protect the poor).
Namun, hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat miskin dan rentan.

1.4. Infrastruktur

Reformasi infrastrukur dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan penundaan
beberapa rencana akibat pandemi dan implikasi indikator makroekonomi, dampak
pembanguan infrastuktur terhadap kapasitas produksi, lapangan kerja dan efisiensi
ekonomi (baik jangka pendek maupun jangka panjang), kondisi infrastrukur yang
kurang berdaya saing dengan negara tetangga, prioritisasi proyek di tengah
keterbatasan anggaran, serta keterbatasan pembiayaan infrastruktur. Untuk
menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan anggaran infrastruktur difokuskan:

a. Mengoptimalkan alokasi anggaran infrastruktur yang tersedia untuk proyek-
proyek prioritas, terutama proyek yang memiliki daya dukung bagi ekonomi dan
berkontribusi terhadap penanganan COVID-19.

b. Mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi
COVID-19 dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.

c. Memberdayakan peran swasta, BUMN, BUMD, dan Pemda melalui
pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk menutup gap pembiayaan
infrastruktur.

1.5. Reformasi Birokrasi, ASN dan Program Pensiun Masa Depan
Reformasi birokrasi dan ASN didasarkan pada perlunya upaya terus menerus
menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, adanya perubahan lingkungan
dengan adanya perkembangan TIK (yang bersifat VUCA — Volatility, Uncertainty,
Complexity dan Abiguity), serta era industri 4.0 yang menuntut otomatisasi di segala
bidang termasuk urusan pemerintahan. Untuk menjawab tantangan tersebut,
reformasi diarahkan pada:
a. Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta pelayanan publik
yang prima.
b. Pembangunan profesionalitas ASN yang visioner dan adaptif terhadap perubahan
lingkungan.
c. Penguatan sistem merit pengelolaan ASN pada setiap Kementerian, Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

Reformasi sistem pensiun didasarkan pada dasar perhitungan manfaat pensiun saat
ini adalah gaji pokok (gapok) termasuk gapok tambahan dan/atau gapok tambahan
peralihan, take home pay yang diterima oleh PNS tidak hanya gaji pokok (ada unsur
lain seperti tunjangan kinerja yang berbeda-beda tiap instansi pemerintah), serta
sistem pembayaran pensiun saat ini menggunakan skema pay as you go (pembayaran
manfaat pensiunan PNS dibayarkan secara langsung dari APBN setelah pegawai
yang bersangkutan mulai memasuki masa pensiun). Reformasi sistem pensiun
diarahkan pada:

a. Melakukan perubahan basis manfaat pensiun yang semula gaji pokok menjadi
mengacu pada take home pay guna menciptakan manfaat pensiunan dapat
meningkatkan daya beli pada usia pensiun sehingga proses consumption
smoothing (stabilisasi standar kehidupan antara usia produktif dengan usia
pensiun) dapat terjadi.

b. Sistem pembayaran pensiun diarahkan menggunakan pembayaran secara penuh
(fully funded), yaitu dikaitkan dengan iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah dan
pegawai itu sendiri, yang akan dijadikan dasar penghitungan iuran yang harus
dibayar tiap bulannya selama masa kerja. Dengan sistem ini diharapkan beban
APBN untuk membayar pensiun PNS akan berkurang.
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CHAPTER 3:
RINGKASAN REFORMASI FISKAL

1. ARAH REFORMASI FISKAL
Terdapat dua agenda reformasi struktural yang direncanakan oleh pemerintah dalam KEM
PPKF 2022, yakni penguatan kualitas belanja (spending better) dan optimalisasi
pendapatan melalui reformasi perpajakan.
1.1. Penguatan Kualitas Belanja (Spending Better)

Penguatan kualitas belanja didasarkan pada terbatasnya ruang fiskal yang dimiliki
pemerintah (dipengaruhi oleh belum optimalnya capaian pendapatan negara terutama
penerimaan perpajakan dan terdapat mandatory spending yang relatif cukup besar),
adanya tantangan dalam melakukan perbaikan pola dan penyerapan anggaran dan
penyerapan anggaran agar dapat secara lebih efektif menghasilkan output/outcome
yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian, serta mewujudkan tercapainya
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan daya saing bangsa
melalui penguatan dukungan fiskal pada program-program prioritas. Secara umum,
penguatan kualitas belanja tersebut diarahkan pada:

a. Reformasi penganggaran (terutama di sisi pengelolaan belanja) melalui
penerapan kerangka zero-based budgeting dalam proses perencanaan dan
penganggaran, dengan pengelompokan kebutuhan alokasi belanja menjadi 3
kelompok besar: (1) Belanja yang diarahkan untuk intervensi pemerintah pada
program prioritas (priority spending); (2) Belanja yang diarahkan untuk intervensi
pemerintah pada program priority spending; dan (3) Belanja yang disiapkan
sebagai buffer dalam mengantisipasi berbagai risiko (automatic stabilizer).

b. Melakukan penguatan standarisasi biaya berdasarkan kegiatan, jenis
layanan/output yang dihasilkan, dan tingkat kemahalan wilayah.

c. Pengalokasian anggaran untuk belanja prioritas (antara lain pendidikan,
kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur) dilakukan berbasis kinerja
(performance-based budgeting) dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dengan output dan outcome vyang diharapkan (result-based
budgeting).

d. Mendorong anticipatory spending yang dapat berperan sebagai automatic
stabilizer sehingga dalam keadaan mendesak penyelamatan ekonomi dapat
segera dilakukan secara cepat dan pengelolaan APBN yang sehat tetap terjaga.

Untuk 2022, secara umum penguatan kualitas belanja dilakukan melalui:

a. Fokus pada prioritas dan orientasi hasil (result based).

b. Peningkatan efektivitas birokrasi disertai dengan perbaikan pengelolaan belanja
pegawai.

c. Efisiensi belanja non-prioritas dan daerah yang meliputi : (i) penghematan belanja
barang, antara lain barang non-operasional (honor, bahan, dan alat tulis
kantor/ATK), perjalanan dinas, dan paket meeting; (ii) penajaman dan sinkronisasi
antara K/L dan Pemda dalam belanja barang yang diserahkan ke
masyarakat/Pemda; dan (iii) penguatan belanja modal, antara lain melalui
refocusing belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi (TIK,
konektivitas, energi, dan pangan), pembatasan pengadaan pembangunan
gedung dan kendaraan dinas baru.

d. Antisipasi terhadap ketidakpastian melalui program jaring pengaman sosial yang
adaptif yang juga berfungsi sebagai automatic stabilizer.

e. Peningkatan efektivitas bansos dan subsidi antara lain dilakukan melalui
penyempurnaan data, integrasi dan sinergi program, bansos yang komprehensif
serta transformasi subsidi ke bansos.

Pusat Kajian Anggaran

: Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 9




1.2. Optimalisasi Pendapatan Melalui Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan didasarkan pada upaya peningkatan penerimaan perpajakan,
perkembangan rasio perpajakan dalam dua dekade terakhir, refleksi peran pemerintah
untuk turut mendorong perekonomian nasional melalui pemberian insentif perpajakan,
menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil dan kompetitif guna mendukung
sustainabilitas penerimaan jangka panjang, mengantisipasi tantangan ekonomi digital,
serta meningkatnya jumlah wajib pajak akibat bonus demografi. Secara umum
reformasi perpajakan dilakukan melalui upaya perluasan basis perpajakan,
peningkatan kepatuhan sukarela, pelakukan prinsip perpajakan yang adil dan setara
yang sejalan dengan perubahan struktur perekonomian yang terus berkembang, serta
penguatan administrasi perpajakan. Secara lebih rinci arah kebijakan reformasi
perpajakan diarahkan pada:

a. Dari sisi peraturan perpajakan, reformasi yang dilakukan antara lain meliputi
perubahan materi atas UU KUP, UU PPh, UU PPN, pengenaan Pajak Karbon,
dan perubahan atas materi UU Cukai.

b. Perluasan basis perpajakan dilakukan melalui pengenaan PPN atas Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai menggantikan UU Nomor 13 Tahun 1985, pengkajian
pengenaan pajak atas financial technology dan pulsa berbayar, ekstensifikasi
cukai yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dengan mengadopsi best
practice di negara lain.

c. Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan/atau kinerja investasi,
dilakukan melalui penurunan tarif PPh secara bertahap (dari 25 persen menjadi
22 persen di tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20 persen di 2022),
penghapusan PPh dan pajak deviden jika deviden diinvestasikan kembali ke
Indonesia guna menurunkan tarif efektif pajak serta mengurangi potensi
pengenaan pajak berganda, serta penurunan tarif PPh Pasal 26 atas Bunga
Obligasi dan penurunan tarif PPh Final atas Jasa Konstruksi.

d. Dari sisi administrasi, reformasi perpajakan diarahkan mencakup lima pilar, yaitu
menjadi organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal,
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM), melakukan
pembenahan sistem informasi dan basis data, menyederhanakan proses bisnis
sesuai dengan praktik internasional, serta menyempurnakan regulasi untuk
memberikan aspek kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.

e. Dari sisi kepabeanan, terus mengoptimalkan pemanfaatan Atrtificial Intelligence
(Al) dan Smart Customs untuk memperlancar proses keluar masuk barang dari
kawasan pabean atau bandara, serta membangun National Logistic Ecosystem
(NLE) guna meningkatkan kinerja sistem logistik, terutama mempersingkat waktu
penyelesaian dokumen logistik dalam rangka memperbaiki Ease of Doing
Business (EoDB).
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CHAPTER 4:
RINGKASAN ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

1. ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

a. Kebijakan umum perpajakan yang akan ditempuh dalam tahun 2022 adalah melakukan;
i) pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi
strategis yang mempunyai multiplier yang kuat; ii) perluasan basis perpajakan (a.l. e-
commerce, cukai plastik); iii) penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil,
serta disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor
usaha; dan iv) inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim
investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

b. Kebijakan teknis pajak yang akan diimplementasikan pada tahun 2022 adalah:

1) Perluasan basis pemajakan antara lain melalui kegiatan edukasi dan perluasan
program Click, Call, and Counter.

2) Peningkatan ekstensifikasi dan pengawasan berbasis kewilayahan sehingga
jangkauan kepada Wajib Pajak semakin luas.

3) Perluasan kanal pembayaran pajak untuk memudahkan Wajib Pajak mengakses
satu aplikasi untuk dapat melakukan pembayaran berbagai jenis pajak.

4) Optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data, baik data internal maupun data
eksternal termasuk data Automatic Exchange Sistem of Informastion (Aeol) dan
data perbankan.

5) Penegakan hukum yang berkeadilan.

6) Melanjutkan proses reformasi perpajakan yang meliputi pilar-pilar organisasi,
sumber daya manusia, proses bisnis, data dan IT, serta regulasi, yang salah
satunya diwujudkan melalui pengembangan Core Tax System.

c. Kebijakan teknis kepabeanan dan cukai yang akan diimplementasikan pada tahun 2022
adalah:

1) Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitas fiskal untuk kemudahan berusaha serta
penjaminan (omnimbus law), serta harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas
unit (otomasi perizinan dan harmonisasi lintas unit terkait Tempat Penimbun
Berikat/TPB, Joint Program, PPH, PPN terkait KEK).

2) Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif
fiskal kepabeanan.

3) Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan
eskpor (Pengembangan KB Flora dan Fauna), berorientasi ekspor untuk Industri
Kecil Menegah (IKM), untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi, serta
industri energi baru terbarukan (EBT).

4) Pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) Bahan Pokok dan E-commerce;

5) Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;

6) Peningkatan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi serta kerja sama
kepabeanan internasional.

7) Pencegahan dan pemberantasan peredaran, penyalahgunaan Narkotika
Psikotropika dan Prekursor (NPP) (Pengembangan Customs Narcotic Targetting
Center/CNTC).

8) Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi
impor ekspornya (Operasi Bersama Kementerian Teknis).
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9) Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan
kejahatan trans-nasional (Directorate General of Customs and Excise — Australian
Border Force/DGCE-ABF, Pengembangan Passenger Risk Managament/ROM,
dsb).

10) Penguatan kapasitas operasi keamanan laut (modernisasi sarpras).

11) Pengembangan sistem pengawasan melalui pemanfaatan Artificial Inteligence
(Al) (Computer Vision, Data Analytic Penjaluran, dsb), penyempurnaan ketentuan
monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai (Penguatan
monitoring Authorized Economic Operator/AEO dan Mitra Utama/MITA serta
pengusaha BKC), serta peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan other
government afencies (OGA) di perbatasan.

12) Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal.

13) Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan National Logistic Ecosystems.

14) Pengembangan Smart Customs and Excise Systems; Indonesia Single Risk
Management (ISRM) yang terintegrasi (pemberian akses ke K/L), pelayanan
transhipment dan perbatasan, pengembangan klasifikasi barang yang adaptif
dalam mendukung industri dan perdagangan, serta pengembangan fasilitas
kepabeanan (Tempat Penimbun Berikat/TPB, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
(KITE), dan Industri Kecil dan Menengah/IKM), kawasan khusus, dan reputable
traders (AEO dan Mitra MITA).

15) Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai
(Penguatan Penertiban Impor, Cukai, dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE BT)
berkelanjutan).

16) Harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L, serta penguatan klinik ekspor/klinik
Kemenkeu untuk percepatan investasi dan daya saing.

17) Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai melalui pemberlakukan pengenaan cukai
kantong plastik dan eskalasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau dengan
mempertimbangkan empat pilar yaitu pengendalian, penerimaan, tenaga kerja,
dan dampak ke rokok ilegal.

18) Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai.

19) Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus
pada user experience dan user friendly serta pengembangan layanan e-
commerce (integrasi dengan marketplace).

20) Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan
penerimaan kepabeanan dan cukai (penyempurnaan dashboard penerimaan,
implementasi price range Database Nilai Pabean/DBNP).

21) Penguatan kerja sama dengan K/L serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam
rangka pengamanan penerimaan negara (Pemanfaatan Kontrak Kinerja (KK) dari
Bl dan penguatan Joint Program).

22) Sinkronisasi data ekspor dan percepatan pelayanan ekspor.

23) Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa
banding di pengadilan pajak.

24) Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai.

2. ARAH KEBIJAKAN PENRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Secara umum arah kebijakan PNBP tahun 2022, yaitu:
a. Optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
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b. Optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif, antara lain dengan penerapan
Highest and Best Use (HBU).

c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU yang
terjangkau, tersedia dan berkesinambungan.

d. Optimalisasi penerimaan deviden BUMN, penataan, penyehatan dan perbaikan
perencanaan srategis BUMN, serta mendorong efisiensi kerja BUMN.

e. Penguatan tata kelola dan proses bisnis, penguatan pengawasan dan penguatan
integrasi data.

f. Penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi.

g. Perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan
pengembangan layanan PNBP berbasis digital.

Arah kebijakan menurun jenis PNBP adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan PNBP SDA tahun 2022:

a. Penyempurnaan kebijakan, antara lain penyempurnaan regulasi/kontrak
perjanjian, perbaikan obyek/tarif, kebijakan batasan ukuran kapal/pengembangan
armada, penggunaan alat tangkap yang lebih produktif, serta penerapan
kebijakan relaksasi secara berhati-hati dan akuntabel.

b. Pelaksanaan upaya pencapaian volume produksi dan pengendalian biaya, antara
lain: melalui penyederhanaan dan kemudahaan perizinan, percepatan pelelangan
wilayah kerja, pencadangan areal untuk hutan tanam, pemberantasan illegal,
unreported and unregulated (iuu) fishing, dan pengendalian biaya operasional
kegiatan usaha yang lebih efektif dan efisien.

c. Peningkatan pengelolaan pnbp sda, antara lain: melalui penguatan
pengawasan/monitoring, kepatuhan, pelaporan, pelaksanaan audit, verifikasi,
validasi, dan sistem pembayaran terintegrasi serta upaya yang disertai
pengenaan sanksi.

d. Penguatan sinergi dan kerja sama antara instansi terkait, antara lain melalui
program pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri, koordinasi dan
supervisi, penataan perizinan, penagihan, perbaikan dan perluasan intergrasi data
serta proses bisnis pnbp dengan joint program di lingkungan kementerian
keuangan dan antar kementerian/lembaga seperti pemanfaatan sistem indonesia
national single window.

e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan PNBP dan sarana
prasarana, antara lain melalui bimbingan teknis dan pelatihan petugas, serta
peningkatan sarana dan prasarana penunjang.

2. Kebijakan PNBP SDA migas tahun 2022, sebagai berikut:

a. Menjalankan upaya peningkatan lifting migas antara lain: melalui penyederhanaan
dan kemudahan perizinan untuk meningkatan investasi hulu migas, dengan
peningkatan perluasan pelayanan satu pintu, melakukan transformasi sumber
daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi,
mempercepat chemical Enhanced Oil Recovery (EOR), serta melakukan
eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (giant discovery).

b. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasioanl
kegiatan usaha hulu migas, antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan
hulu migas yang ada saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan
usahanya secara lebih efektif dan efisien.

Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontak perjanjian.
Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparasi
pemanfaatan serta penggalian potensi melalui pemanfaatan teknologi.

e. Menerapkan Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu, melalui paket

kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri
sesusi Perpres Nomor 121 tahun 2020.
3. Kebijakan PNBP SDA Pertambangan Minerba tahun 2022, yaitu:
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a. Penguatan pengawasan penerimaan negara, antara lain: audit kewajiban wajib
bayar, pemanfaatan data pembayaran PNBP melalui integrasi melalui aplikasi e-
PNBP Minerba dengan aplikasi SIMPONI, peningkatan jumlah pembayaran yang
diverifikasi dan/audit, dan penagihan kewajiban keuangan atas temuan audit yang
dilakukan, serta pemberian sanksi penghentian layanan dan pencabutan izin bagi
perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kepatuhan pembayaran/piutang
PNBP/penerimaan negara.

b. Peningkatan koordinasi antar instansi, antara lain: peningkatan kerja sama
Kementerian =~ ESDM/Kemendag/Kemenhub/Kemenkeu  (DJA,DJBC, dan
Lembaga Nasional Single Window (LNSW) untuk penguatan pengawasan data
ekspor dan transaksi dalam negeri, koordinasi dan supervisi dengan KPK,
Peningkatan koordinasi dengan Pemda provinsi untuk penataan perizinan dan
kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, serta pelaksanaan joint
business proses, joint analysis dan joint audit kewajiban sektor minerba.

c. Peningkatan penyuluhan dan kepatuhan, antara lain: memberlakukan kewajiban
penggunaan NPWP sebagai identitas tunggal dan hasil verifikasi dari
KemenESDM untuk persyaratan kelengkapan dokumen pengapalan,
mengharuskan pembayaran kewajiban PNBP melalui e-PNBP, serta Melakukan
bimbingan teknis tata cara pemungutan, perhitungan, dan pembayaran PNBP.

4. Kebijakan PNBP SDA Kehutanan tahun 2022, yaitu:

a. Penyempurnaan regulasi, antara lain: penyederhanaan dan penyesuaian regulasi
bidang LHK, Revisi peraturan Meneteri LHK tentang juknis tata cara pengenaan,
pemungutan, dan penyetoran PNBP SDA Kehutanan.

b. Optimalisasi produksi dan perbaikan harga, antara lain: pencadangan areal untuk
hutan tanam (IUPHHK-HTI), peningkatan produktivitas hutan alam dan
pengurangan emisi, optimalisasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
dan jasa lingkungan, peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha
komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta evaluasi berkala harga patokan
untuk PSDH dan TSL setiap enam bulan.

c. Penguatan kerja sama dan perbaikan administrasi, antara lain: peningkatan peran
stakeholder dalam kerja sama pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi di
tingkat tapak, peningkatan tertib perusahaan hasil hutan dan iuran kehutanan,
optimalisasi PNBP dengan cara peningkatan kegiatan audit lapangan kepatuhan
wajib bayar, peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan pengawasan secara
online yang terintegrasi dengan SIMPONI, Optimalisasi penagihan PNBP
terhutang, serta peningkatan koordinasi antar instansi antara lain melalui
penyusunan kajian dan joint prosess business dan joint analysis sektor
kehutanan.

5. Kebijakan PNBP SDA Perikanan tahun 2022:

a. Perubahan kebijakan, antara lain melalui batasan ukuran kapal (semula dibatasi
sampai dengan 150 GT), pengembangan armada sampai dengan ZEE dan laut
lepas, penggunaan alat tangkap yang lebih produktif, dan penetapan Harga Patok
Ikan (HPI) yang baru.

b. peningkatan produksi perikanan tangkap antara lain melalui pemberantasan IUU
Fishing, peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan, dan
pemindahan daerah penangkapan ikan dari wilayah padat tangkap ke Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) yang potensial.

c. Peningkatan kepatuhan atas pelaporan hasil tangkapan ikan, antara lain melalui
peningkatan pelaksanaan log book penangkapan ikan, pelaksanaan observer di
atas kapal perikanan, penambahan petugas/enumerator pelaporan hasil
tangkapan ikan dan validasi pembayaran serta optimalisasi penagihan PNBP.

d. Peningkatan pelayanan dan kapasitas SDM, antara lain melalui peningkatan
pelayanan perizinan dan pemantauan secara online, serta pelatihan dan
pembinaan maupun penambahan petugas.
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e. Peningkatan koordinasi antar instntansi melalui antara lain penyusunan kajian
proses bisnis sektor perikanan.

6. Kebijakan PNBP SDA Panas Bumi tahun 2022, yaitu:

a. Penyempurnaan regulasi, antara lain melalui penerapan perizinan online,
penyelesaian penyusunan regulasi panas bumi, dan penyederhanaan perizinan di
bidang kehutanan dan di Pemerintah Daerah.

b. Penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi, antara lain dengan
mempercepat pelelangan WKP, memberikan penugasan kepada BUMN dan
PSPE dan Badan Usaha, meningkatkan koordinasi dengan PT PLN agar produksi
listrik dan panas bumi lebih ditingkatkan dengan tidak menerapkan derating atau
curtailment, dan regulasi pemanfaatan di zona konservasi.

c. Peningkatan upaya efisiensi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu
panas bumi, upgrade penggunaan teknologi yang efisien untuk menghasilkan
produksi, dan pelaksanaan kegiatan pembiayaan eksplorasi.

d. Penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi,
pengembangan teknologi informasi dalam monitoring produksi dan pengawasan
PNBP, integrasi dan kolaborasi dalam sistem pengelolaan dan perbaikan tata
kelola.

7. Kebijakan PNBP penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN adalah penetapan
dividen untuk tahun buku 2021 yang akan menjadi deviden tahun 2022 tetap
memperhatikan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan
dalam rangka keberlangsungan usaha. Untuk itu kebijakan tahun 2022 dilakukan
dengan memerhatikan faktor, yaitu (i) profitabilitas BUMN; (ii) kemampuan kas dan
likuiditas BUMN; (iii) kebutuhan pendanaan BUMN; (iv) persepsi investor; (v)
penyesuaian regulasi dan perjanjian (convenant); dan (vi) penetapan deviden lebih
selektif untuk menyeimbangkan dengan peran BUMN sebagai agen pembangunan.
Selain itu, pada tahun 2022, efisiensi BUMN, penataan dan penyehatan serta
perbaikan perencanaan strategis merupakan langkah kebijakan yang akan ditempuh.

8. Kebijakan PNBP Lainnya, khususnya PNBP pelayanan pada kementerian/lembaga:

Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan.

Penyesuaian jenis dan tarif PNBP.

Peningkatan kinerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait.

Perluasan penggunaan teknologi informasi.

Optimalisasi pegelolaan aset BMN agar lebih produktif.

Penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalian potensi serta

pengawasan PNBP.

9. Kebijakan Pendapatan BLU tahun 2022, yaitu:

a. Penguatan dan inovasi aksesibilitas layanan, antara lain melalui penggunaan
data analitikal dan digitalisasi layanan, standardisasi institusi dengan akreditasi
nasional dan internasional, sinergi layanan dan pembiayaan, serta memberikan
akses layanan yang mudah dijangkau masyarakat.

b. Peningkatan kualitas kesehatan, antara lain melalui peningkatan kualitas faskes
dan sistem layanan kesehatan terintegrasi (IT) serta investasi layanan
kesehatan.

c. Peningkatan kualitas pendidikan, antara lain melalui peningkatan institusi dan
peningkatan SDM.

d. Peningkatan perlindungan sosial, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas
dalam menyalurkan UMi dan UMK, sinergi pembiayaan dan integrated supply
chain, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan EBT, dan penyediaan
perumahan bagi MBR yang tepat sasaran.
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3. ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN HIBAH

Kebijakan penerimaan hibah yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2022 antara

lain:

a. Penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif,
kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan negara.

b. Penerimaan hibah tidak menggunakan Rupiah Murni Pendamping (RMP).

c. Penerimaan hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN.

d. Penerimaan hibah dalam bentuk barang dan jasa diutamakan barang dalam kondisi
baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk upgrading atau retrofit;

e. Penerimaan hibah dalam bentuk barang hanya digunakan untuk kegiatan operasional
K/L.

f. Penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi
prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.
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CHAPTER 5:
RINGKASAN ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

1. ARAH KEBIJAKAN SECARA UMUM
Arah kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 diarahkan untuk:
1. Mendukung pelaksanaan reformasi SDM antara lain melalui:
a. Melanjutkan reformasi pendidikan dengan mengarahkan pemanfaatan anggaran
difokuskan untuk pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
b. Akselerasi reformasi kesehatan menuju sistem kesehatan yang terintegerasi dan
andal (efektivitas JKN serta penguatan health security preparedness).
c. Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan
andal (integrasi data dan perlinsos yang adaptif).
2. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik
yang tangkas, efektif, dan efisien.
3. Pelaksanaan operasional dan kegiatan lebih efisien sejalan dengan cara kerja baru
dan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Pengembangan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan untuk mendukung
peningkatan produktivitas secara selektif, efisien dan efektif.
5. Pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dalam rangka menjaga stabilitas harga
dan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan.
6. Pemenuhan kewajiban pemerintah serta dukungan terhadap pembangunan
infrastruktur di daerah.
7. Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan
mendesak lainnya.

2. ARAH KEBIJAKAN MENURUT JENIS BELANJA
2.1 Belanja Pegawai

Kebijakan Belanja Pegawai tahun 2022 diarahkan antara lain:

1. Pengendalian belanja pegawai dengan tetap mempertahankan daya beli dan
konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/ Pensiun
ke-13.

2. Mendukung reformasi birokrasi dan penyesuaian dengan cara kerja baru yang
lebih efisien dengan tetap mempertahankan produktivitas.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui penguatan
birokrasi berbasis teknologi, serta adaptasi pola kerja baru (flexible working
arrangement) dengan tetap mempertahankan produktivitas.

4. Mengantisipasi perubahan sistem gaji dan pensiun sebagai bagian dari
reformasi birokrasi.

2.2 Belanja Barang

Kebijakan Belanja Barang tahun 2022 diarahkan antara lain:

1. Melanjutkan efisiensi belanja barang antara lain dengan penghematan belanja
bahan dan ATK, perjalanan dinas, honorarium kegiatan serta paket meeting dan
konsinyering.

2. Mendukung penerapan kebijakan inovasi pola kerja berupa Flexible Working
Space (FWS), open space ruang kerja, dan dukungan TIK untuk peningkatan
efisiensi birokrasi.

3. Mendorong penghematan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset
dengan efisien.

4. Mendorong efisiensi belanja barang yang diserahkan  kepada
Pemda/Masyarakat (lebih fokus dan sinergi dengan program bantuan
Pemerintah lainnya).

5. Menguatkan pemanfaatan dukungan bagi proyek KPBU, antara lain melalui
pemberian fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF),
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dukungan kelayakan proyek (Viability Gap Fund/VGF), dan pembayaran
ketersediaan layanan (Availability Payment/AP), dengan tetap memperhatikan
peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan capaian output.

6. Memberikan dukungan untuk mitigasi bencana serta rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana.

2.3 Belanja Modal

Arah kebijakan Belanja Modal tahun 2022 difokuskan antara lain untuk:

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing antara lain melalui pembangunan
infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas secara selektif.

2. Melakukan pembatasan pengadaan kendaraan bermotor dan gedung baru.

3. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung agenda digitalisasi dan
transformasi industrialisasi, antara lain di bidang TIK, energi, dan pangan.

4. Meningkatkan pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan,
tertinggal, terluar dan terdepan (3T) serta pemukiman kumuh perkotaan.

5. Mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif (KPBU) secara masif
untuk pembangunan infrastruktur.

2.4 Belanja Bantuan Sosial

Arah kebijakan Bantuan Sosial tahun 2022 antara lain:

1. Melanjutkan penyempurnaan DTKS dan menyinergikannya dengan berbagai
data terkait, melalui pembangunan sistem informasi yang terintegrasi,
menghubungkan antara DTKS, data administratif program, data dukcapil, data
jaminan sosial, dan data terkait lainnya.

2. Mengintegrasikan PIP dan PKH secara bertahap dan terukur, dengan
menyesuaikan besaran bantuan dan target penerima sehingga program menjadi
lebih efektif dan efisien.

3. Memperluas cakupan bansos untuk kelompok rentan khususnhya lansia,
penyandang disabilitas, serta pekerja informal yang rentan secara bertahap.

4. Mengembangkan skema perlinsos adaptif untuk masa krisis, dengan menyusun
panduan kebijakan yang mencakup sumber data, opsi program dalam masa
krisis, mekanisme penyaluran, serta sumber pendanaan progam.

5. Meningkatkan kualitas implementasi program agar lebih berdampak optimal
mencapai tujuan program serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan,
melalui berbagal penyempurnaan baik di aspek regulasi, mekanisme ataupun
skema program, harmonisasi peraturan, penyesuaian cakupan dan besaran
manfaat, peningkatan ketepatan waktu penyaluran, dan penguatan koordinasi
antar pemangku kepentingan.

2.5 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Arah kebijakan pembayaran bunga utang tahun 2022 diarahkan untuk:

1. Pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor untuk
menjaga akuntabilitas pengelolaan utang.

2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan bunga utang. Salah satunya dilakukan
dengan mengendalikan volatilitas tingkat bunga SUN serta mengupayakan agar
tingkat bunga cenderung menurun melalui upaya menjaga nilai tukar riil, defisit
APBN dan transaksi berjalan, inflasi, dan likuiditas.

3. Pendalaman dan pengembangan pasar keuangan terus didorong untuk
mengoptimalkan pemanfaatan utang dalam negeri yang tidak memiliki risiko nilai
tukar.

4. Di sisi pengelolaan utang, beberapa upaya seperti debt switch, dan buyback
serta optimalisasi konversi pinjaman terus dilakukan untuk mendapatkan bunga
yang lebih murah dengan risiko yang terkendali.

2.6 Subsidi
Arah kebijakan subsidi energi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
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a. Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar, serta disertai dengan
pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor yang berhak
memanfaatkan solar bersubsidi.

b. Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kg dengan perubahan paradigma dari
subsidi komoditas (selisih harga) menjadi subsidi berbasis orang, dan sinergi
dengan program bansos lainnya.

c. Subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak (golongan masyarakat miskin
dan rentan, baik untuk pelanggan R1 450 VA maupun R1 900 VA) dengan
menggunakan basis data DTKS.

d. Transformasi subsidi listrik rumah tangga terintegrasi dengan program bansos
guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja dengan jalan penyatuan
berbagai program yang bertujuan sama.

e. Mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Sedangkan arah kebijakan subsidi nonenergi pada tahun 2022 adalah sebagai

berikut:

a. Verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk dengan lahan maksimal 2
hektar yang diselaraskan dengan NIK (e RDKK) secara berkala, didukung oleh
SDM penyuluh yang kompeten infrastruktur yang memadai.

b. Penetapan prioritas jenis komoditas pertanian yang mendapatkan subsidi pupuk.

c. Memperluas penerapan mekanisme penebusan subsidi pupuk melalui Kartu
Tani se-Jawa, Madura, Sumatera, Bali secara bertahap.

d. Mewajibkan penggunaan Kartu Tani bagi daerah yang sudah mendapatkan
Kartu Tani, dan bagi daerah yang belum mendapatkan Kartu Tani, masih dapat
melakukan penebusan pupuk bersubsidi secara manual.

e. Melakukan efisiensi HPP subsidi pupuk sehingga selisih antara HPP dan HET
semakin berkurang.

f.  PSO untuk transportasi diberikan melalui PT Pelni dan PT KAI untuk melakukan
upaya perbaikan kualitas dan inovasi baik dari sisi pelayanan kelas ekonomi bagi
angkutan kereta api dan laut maupun administrasi penyelenggaraan PSO yang
mengarah ke sistem online, serta dukungan pada pengadaan infrastruktur kereta
ringan.

g. PSO untuk komunikasi diberikan melalui LKBN Antara untuk membentuk opini
positif dan menjaga citra negara, serta memperbaiki karakter masyarakat
khususnya di daerah 3T.

h. Untuk subsidi bunga KUR, arah kebijakannya adalah: (i) menetapkan suku
bunga sebesar 6 persen efektif per tahun; (i) mendorong peningkatan
penyaluran KUR di sektor produksi minimal sebesar 60 persen dari total
penyaluran KUR; dan (iii) mendorong penyaluran KUR bagi debitur baru melalui
optimalisasi peran Pemerintah Daerah, Kementerian Teknis, dan instansi
lainnya yang memiliki basis data UMKM binaan.

i. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), disediakan bagi MBR melalui skema
SBUM, dan integrasi FLPP dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),
maupun bentuk dukungan lainnya, yang dilakukan secara bertahap.

j-  Subsidi Bunga Pinjaman Daerah atas pinjaman daerah yang disalurkan oleh PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI, guna mempercepat program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

k. Subsidi Bunga Air Bersih, sebagai wujud upaya untuk mendukung Pemerintah
Daerah dalam menyediakan akses pendanaan lain untuk pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka mencapai akses aman 100 persen
air minum sekaligus upaya percepatan pelayanan air minum kepada MBR.

I.  Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dilakukan dalam rangka membantu petani
memperoleh akses pembiayaan dengan agunan resi gudang guna menjaga
kesinambungan produksi pertanian dan mengoptimalkan fungsi gudang
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penyimpanan komoditas hasil panen dengan tujuan untuk melakukan tunda jual
ketika harga turun saat panen.

m. Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya, melanjutkan pembayaran bunga subsidi
kredit program untuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR.
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CHAPTER 6:
RINGKASAN ARAH KEBIJAKAN TKDD

1. ARAH KEBIJAKAN SECARA UMUM

Secara umum, arah kebijakan TKDD tahun 2022 diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan antardaerah.

b. Mendorong penggunaan DAU dan DBH untuk peningkatan kaulitas layanan publik dan
pemulihan ekonomi di daerah.

c. Mengalokasikan DBH yang memperhatikan realisasi 5 tahun terakhir untuk
memberikan kepastian dalam perencanaan penganggaran di daerah.

d. Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK, penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak
untuk menekan idle cash di daerah dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan
capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan.

e. Memperbaiki perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja
KL dan TKDD terutama DAK Fisik.

f.  Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi dan sektor
prioritas di desa.

2. ARAH KEBIJAKAN MENURUT JENIS DANA TRANSFER
2.1 Dana Bagi Hasil

Arah kebijakan DBH tahun 2022 diarahkan untuk:

1. Memperbaiki pengelolaan DBH berdasarkan prinsip by orgin dan by actual
revenue.

2. Melanjutkan kebijkan penyelesaian kurang bayar yang diperhitungkan lebih bayar
DBH dengan mengoptimalkan penggunaan Pagu DBH TA berjalan.

3. Melanjutkan kebijakan penyesuaian alokasi DBH untuk meminimalisir potensi
kurang/lebih bayar, dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi
DBH minimal 3 tahun terakhir.

4. Melanjutkan kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara
dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mendukung
optimalisasi penerimaan negara dan capaian kinerja pemeliharaan lingkungan.

5. Memperkuat implementasi penggunaan DBH cukai hasil tembakau untuk
mendukung program JKN, perlinsos, dan penegakkan hukum terkait peredaran
BKC ilegal.

6. Memperkuat implementasi DBH SDA dana reboisasi untuk mendukung
rehabilitasi hutan dan lahan.

7. Mengoptimalkan penggunaan mandatory 25 persen DTU untuk mendukung
program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia.

2.2 Dana Alokasi Umum
1. Pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat dinamis mengikuti

Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.

2. Penyempurnaan formula DAU dengan melakukan evaluasi bobot variabel alokasi
dasar, variabel kebutuhan fiskal, variabel kapasitas fiskal daerah, dan
memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan antarwilayah (Theil index).

3. Penambahan komponen Alokasi Dasar dalam formula DAU dengan
memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai ASN Daerah, termasuk gaji ke-13,
THR, dan formasi Calon ASN Daerah.

4. Penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.
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5. Pengoptimalan penggunaan mandatory 25 persen DTU untuk mendukung
program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan sumber daya manusia.

2.3 Dana Alokasi Khusus

Untuk Dana Alokasi Khusus Fisik diarahkan:

1. Penguatan proses perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan dan
pemerataan penyediaan infrastruktur layanan publik di daerah terutama
pendidikan dan kesehatan.

2. Refocusing dan reclustering bidang/kegiatan DAK Fisik ke dalam tema-tema
prioritas nasional.

3. Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya.

4. Perbaikan mekanisme pengelolaan DAK Fisik di Pusat dan di Daerah.

5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain melalui penguatan
pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas
pengawasan.

Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik diarahkan:
1. Pengalokasian DAK Nonfisik yang mampu mendorong peningkatan capaian

output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan.

2. Verifikasi pengalokasian DAK Nonfisik yang selektif dan sejalan dengan asas
pembagian kewenangan dan arah prioritas nasional tahun 2022.

3. Penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost majemuk untuk
Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

4. Pengintegrasian aplikasi pelaporan antarkementerian agar dapat melakukan
pemantauan capaian output/outcome di daerah secara bersama-sama dalam
rangka mendukung pemenuhan SPM daerah.

2.4 Dana Insentif Daerah
1. Peningkatan peran DID sebagai instrumen penghargaan atas kinerja pemerintah

daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan layanan publik
melalui perbaikan mekanisme penilaian daerah (kriteria utama, kategori kinerja,
dan metode perhitungan dalam menilai), peningkatan validitas data dan informasi
yang digunakan dalam penilaian, pola penyaluran DID, serta ketepatan
penggunaan dan pertanggungjawaban DID.

2. Peningkatan sinergi antarunit penyedia data dan informasi yang digunakan dalam
penilaian DID dalam rangka menjaga akurasi dan ketepatan waktu penyediaan
data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Penggunaan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti

pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengaturan penggunaan sisa DID di RKUD sesuai prioritas nasional.

Peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan output dari DID.

6. Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung kegiatan
perencanaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan untuk
memastikan ketepatan penggunaan DID dalam rangka meningkatkan efektivitas
pengalokasian DID dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan DID.

ok

2.5 Dana Otonomi Khusus
1. Pengalokasian Otsus Papua 2,25 persen dari DAU, dengan skema pendanaan

kepada kabupaten/kota berupa Block Grant dan Earmark berbasis kinerja.
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2. Peningkatan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan aparat
pengawas dan masyarakat.

3. Pelaporan monitoring dan evaluasi secara lengkap serta sesuai capaian target
indikator dan tujuan.

4. Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan grand design yang
selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan.

5. Pembangunan sistem aplikasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi.

2.6 Dana Keistimewaan DIY

1. Melanjutkan kebijakan penajaman kualitas tata kelola Dana Keistimewaan DIY.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan grand design yang
selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan.

3. Menyusun skala prioritas penggunaan Dana Keistimewaan DIY jangka menengah
sesuai dengan RPJMD dan prioritas nasional.

4. Membangun sistem aplikasi pengelolaan Dana Keistimewaan DIY yang
terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan atas
pelaksanaannya.

2.7 Kebijakan Dana Desa

1. Penyempumaan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih mencerminkan
keadilan melalui peningkatan bobot Alokasi Formula dan pembagian Alokasi
Dasar berdasarkan klaster jumlah penduduk, serta mendorong kinerja desa.

2. Penguatan Alokasi Kinerja dengan mempertajam indikator yang lebih
mencerminkan kinerja desa.

3. Peningkatan akurasi dan sinergi basis data sumber pengalokasian Dana Desa
melalui koordinasi dengan K/L penyedia data.

4. Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dengan tetap
tercatat di RKUD, dan memberikan reward penyaluran Dana Desa dalam 2 tahap
kepada desa berstatus Mandiri.

5. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa
melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, serta
mendukung sektor prioritas di desa.

6. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan
pengembangan potensi desa.
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CHAPTER 7:
RINGKASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

1. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
1.1 Pembiayaan Utang

a. Kebijakan pembiayaan utang pada 2022 akan difokuskan sebagal instrumen fiskal
yang fleksibel dengan kehati-hatian dalam mendukung kebijakan countercyclical,
namun tetap menjaga rasio utang dalam batas manageable melalui beberapa
stategi kebijakan: (i) mengendalikan risiko utang dan mengelola utang dengan
cermat dan hati-hati, untuk mendukung konsolidasi fiskal dan sustainabilitas
APBN; (if) mengoptimalkan penerbitan SUN di pasar domestik, sementara sumber
utang luar negeri dimanfaatkan sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan
efisiensi biaya dan risiko; (iii) memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka
fleksibilitas pembiayaan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan di tengah
ketidakpastian dan upaya pemulihan ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan
kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan underlying; dan (iv) melanjutkan
koordinasi dengan Bl dalam rangka memberikan kepastian pemenuhan
pembiayaan dengan tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan pelaku pasar.

b. Upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan
efisiensi tingkat suku bunga SBN akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan
yang ditujukan untuk menyeimbangkan sisi penawaran dan sisi permintaan
melalui: (i) penguatan penawaran instrumen SBN yaitu diversifikasi instrumen
SBN untuk mendukung pengembangan pasar SBN, mengurangi market
fragmentation dan pengendalian biaya utang. Diversifikasi meliputi
pengembangan instrumen SBN ritel salah satunya Diaspora Bonds/Sukuk,
melanjutkan pengembangan instrumen amortized bonds, mengembangkan SBN
sebagai instrumen pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah, BUMN,
BUMD dan lembaga pemerintah lainnya, mendukung Pemda dalam melakukan
penerbitan obligasi, mengembangkan SBN dengan tema tertentu baik green
sukuk maupun SDG bonds sekaligus memperluas basis investor SBN (khususnya
socially responsible investors), melanjutkan penerbitan SBSN dengan skema
green framework sebagai komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam aksi
mitigasi perubahan iklim, mempermudah akses investor SBN terhadap instrumen
investasi sosial dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi,
menyesuaikan perlakuan perpajakan bagi instrumen sosial seperti CWLS dan
mendukung pengembangan instrumen derivatif obligasi pemerintah dan
pengembangan pasar repo; dan (i) Penguatan permintaan instrumen SBN
dengan memanfaatkan basis data untuk memetakan perilaku investor dan analisis
kapasitas pasar SBN domestik, membangun sinergi dengan dunia akademik dan
stakeholder lainnya untuk meningkatkan pemahaman utang dan minat investasi
pada SBN, dan meningkatkan koordinasi dengan regulator dalam rangka
optimalisasi peran Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam meningkatkan
pengembangan pasar SBN.

c. Peningkatkan keseimbangan sisi penawaran dan permintaan, infrastruktur pasar
SBN juga turut menjadi arah perbaikan dalam jangka menengah yaitu melalui: (i)
optimalisasi peran dealer utama untuk mendukung terwujudnya pasar yang aktif,
dalam dan likuid salah satunya dengan rencana peningkatan kewajiban Dealer
Utama SBSN di pasar perdana dan pasar sekunder secara bertahap; (i) aktif
berpartisipasi dalam pengembangan dan optimalisasi Electronic Trading Platform
untuk meningkatkan likuiditas di pasar sekunder termasuk peran surveillance
Pemerintah; dan (iii) penyempurnaan aturan mengenai securities lending facility
untuk mendukung pengembangan pasar SBN lebih aktif dan likuid.

d. Pada tahun 2022, pemanfaatan utang untuk pembiayaan pelaksanaan
proyek/kegiatan yang berdampak positif bagi perekonomian akan terus
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ditingkatkan melalui kebijakan pemanfaatan instrumen utang earmarked. Hal ini
dilakukan dengan mendorong optimalisasi pinjaman dan sukuk berbasis proyek
dalam bentuk pembiayaan campuran (blended financing).

e. Dukungan pembiayaan terhadap Proyek Strategis sesuai RPJMN 2020-2024
maupun proyek yang dibiayai pinjaman dan sukuk akan terus ditingkatkan dengan
mempertimbangkan kapasitas eksekusi dan kesiapan pelaksanaan. Ini dilakukan
dengan peningkatan koordinasi, sinergi antar pihak, serta optimalisasi monev dan
pemberlakuan reward dan punishment.

1.2 Pembiayaan Investasi

a. Pemberian alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa entitas
seperti BUMN (baik di bawah pembinaan Kementerian BUMN maupun
Kementerian Keuangan), BLU, entitas dan/atau badan usaha, dan/atau lembaga
keuangan internasional untuk menjaga voting rights Indonesia pada berbagai
lembaga tersebut, guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan
mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan mempertimbangkan kesehatan
dan kesinambungan APBN jangka panjang.

b. Pembiayaan investasi Tahun 2022 diupayakan untuk mendukung keberlanjutan
pembangunan infrastruktur yang tengah dijalankan Pemerintah dalam 1-2 tahun
terakhir baik pada infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang.

c. Memberikan dukungan pada program perumahan untuk memenuhi kebutuhan
rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR dalam konteks keberlanjutan
infrastruktur dengan memberikan penekanan pada program Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan program peralihan FLPP yang akan
diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tapera.

d. Pembiayaan investasi diarahkan untuk memberikan dukungan pada UMKM di
Indonesia, serta untuk mendorong keberhasilan program restrukturisasi dan
penyehatan BUMN terutama untuk mendukung program holding pada beberapa
klaster BUMN seperti BUMN Pariwisata dan BUMN Pangan.

e. Pemerintah akan melakukan penguatan asesmen dalam penyaluran PMN tahun
2022 dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola PMN. Penguatan asesmen
dilakukan antara lain melalui pemenuhan beberapa dokumen kajian PMN seperti
kajian kelayakan investasi, kajian dampak ekonomi dan kajian lain terkait
expected value creation yang kemudian dikonsolidasikan dan diintegrasikan ke
dalam Key Performance Indicators (KPI) Pengurus BUMN.

f. Setiap entitas PMN di tahun 2022 diwajibkan untuk menyampaikan laporan
realisasi penggunaan PMN secara berkala kepada Menteri Keuangan selaku
ultimate shareholders. Laporan ini harus disampaikan dalam bentuk standar dan
telah disetujui oleh pengurusan perusahaan.

1.3 Pembiayaan Kreatif dan Inovatif dengan Pelibatan Swasta dalam Pembiayaan
Infrastruktur

a. Mengingat keterbatasan fiskal, Pemerintah perlu membuat terobosan pembiayaan
infrastruktur yang melibatkan swasta dengan dikombinasikan dana Pemerintah
dengan mengedepankan prinsip “Value for Money”. Kombinasi pendanaan ini
disebut sebagai “blended finance”.

b. Mendirikan dan mengoperasionalkan lembaga SWF untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan
Indonesia.

c. Pembiayaan kreatif dan inovatif untuk penyediaan infrastruktur memperhatikan
Environment and Social Governance (ESG) dengan memperhatikan:

1) aspek lingkungan (green and environment), yang sangat vital terutama dalam
merespons perubahan iklim.

2) aspek sosial terutama inklusivitas, yaitu penyediaan infrastruktur untuk
seluruh kelompok masyarakat.
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3) aspek keberlangsungan dan keandalan dari proyek dan layanan infrastruktur
untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

4) aspek optimalisasi terhadap penggunaan teknologi sebagai respons atas
kondisi pandemi, maupun peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan.

1.4 Penjaminan Pemerintah dalam Proyek Infrastruktur

Dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, Pemerintah menyediakan
penjaminan infrastruktur berdasarkan skema penugasan BUMN dan swasta (KPBU)
guna mendukung mitigasi default beberapa program penjaminan diantaranya: proyek
strategis nasional; proyek KPBU yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan
Infrastruktur; percepatan penyediaan air minum; percepatan pembangunan Jalan Tol
Trans Sumatera; pembangunan infrastruktur melalui direct lending dari Lembaga
keuangan internasional kepada BUMN; penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT)
Jabodetabek; percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; dan berbagai
program penjaminan lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
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CHAPTER 8:
RINGKASAN RISIKO FISKAL

1. RISIKO FISKAL
1.1 Risiko Ekonomi Makro
a. Perbaikan ekonomi (Indonesia dan global) dan stabilitas pasar keuangan di 2022

berpotensi meningkatkan suku bunga global tahun 2022 dan perlu diantisipasi
dalam penentuan baseline asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022.

b. Pasar komoditas di 2022 (khususnya migas) diproyeksikan akan membaik, namun
penurunan permintaan akan minyak bumi dalam jangka menengah dan panjang
harus diantisipasi sebagai akibat dari kebijakan green investment dan EBT.

c. Meskipun pemulihan ekonomi tahun 2022 diprediksi akan lebih baik dari tahun
sebelumnya, namun penerimaan perpajakan masih akan mengalami tantangan
yang salah satunya bersumber dari masih tingginya tingkat pengangguran akibat
pandemi yang akan menekan penerimaan perpajakan dari sektor PPh Orang
Pribadi.

d. Ketidakpastian global juga akan berpotensi menekan penerimaan perpajakan dari
sektor PPh Badan dan PPN. Tren shifting konsumsi menjadi berbasis digital masih
akan berlanjut di tahun 2022 dan hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan
efisiensi perekonomian, namun juga meningkatkan shadow economy. Oleh
karenanya, kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko kehilangan tax base dari
PPN dan PPh Badan.

e. Tekanan yang bersumber dari harga minyak bumi akibat dinamika konflik
perdagangan meskipun proyeksi pemulihan ekonomi global 2022 mendorong
kenaikan harga minyak bumi global.

f. Dalam jangka panjang, terdapat risiko penurunan permintaan global terhadap
minyak bumi akibat kebijakan efisiensi penggunaan energi fosil. Hal tersebut akan
berdampak pada penurunan PNBP SDA Migas. Tidak hanya itu, penurunan
produksi migas di Indonesia juga harus dipertimbangkan dalam penetapan target
PNBP SDA Migas.

g. Perbaikan kondisi makro ekonomi dan sektor keuangan global yang berpotensi
meningkatkan US Treasury Yield dan menormalisasi suku bunga The Fed. Hal ini
kemudian memunculkan risiko capital outflow dari emerging markets. Stabilitas dan
fundamental ekonomi yang kuat, serta peningkatan investasi dan neraca dagang
Indonesia yang sehat dapat memitigasi risiko ini.

h. Di tahun 2022, Pemerintah masih akan menerapkan kebijakan ekspansif.
Konsekuensinya, pengelolaan risiko utang harus dilakukan secara hati-hati.
Adapun risiko tersebut mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko
refinancing dan risiko shortage pembiayaan.

i. Risiko tingkat bunga datang dari perubahan tingkat bunga di pasar, sehingga biaya
pemenuhan kewajiban utang pemerintah akan meningkat. Indikator risiko ini
diwakili oleh rasio variable rate (VR) yang cenderung mulai meningkat pada tahun
2020 dan 2021. Ke depannya, penurunan porsi VR akan dilakukan sebagai bentuk
mitigasi risiko pembalikan tingkat suku bunga.

j- Risiko nilai tukar datang dari peningkatan kurs nilai tukar valuta asing terhadap
rupiah. Kecenderungan penurunan rasio nilai tukar hingga saat ini dinilai konsisten
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dengan kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerbitan sumber utang
domestik, dan sumber utang luar negeri digunakan hanya sebagai pelengkap.

k. Risiko refinancing datang dari tingginya biaya utang saat pembiayaan kembali atau
tidak dapat melakukan pembiayaan kembali. Risiko ini telah diminimalisir dengan
membagi struktur jatuh tempo setiap tahunnya sehingga jatuh tempo tidak
menumpuk di satu periode waktu.

Pada tahun 2022, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan pengelolaan utang

prioritas, antara lain mengutamakan sumber utang domestik untuk pengembangan

pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, serta mengelola risiko dan biaya utang secara
prudent melalui pengendalian porsi penerbitan utang valas dalam rangka memitigasi
risiko nilai tukar, prioritas penerbitan utang pada tingkat bunga tetap dan utang tenor
menengah ke panjang, menjaga ketersediaan instrumen-instrumen benchmark,
diversifikasi instrumen utang dan upaya mendorong likuiditas pasar, memperluas
basis investor, mengelola portofolio dengan memanfaatkan instrumen lindung nilai
atau mekanisme liabilities management lainnya, serta menjaga sustainabilitas fiskal
dengan menjaga rasio debt/GDP (di bawah 60 persen sesuai UU Keuangan Negara)
dan mengupayakan penurunannya dalam jangka menengah. Berbagai upaya mitigasi
risiko ekonomi makro yang dilakukan pemerintah antara lain memprioritaskan
penanganan dampak pandemi COVID-19, diantaranya yang terkait pertumbuhan
produktivitas, kesenjangan, kemiskinan absolut, utang pemerintah, dan human capital.

Selain itu, pemerintah juga menanggulangi penyelesaian pandemi melalui percepatan

vaksinasi, serta melakukan kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang terarah,

terukur, dan tetap menjaga agar defisit cukup untuk kebutuhan pemulihan ekonomi.

1.2 Risiko Program dan Kebijakan

a. Risiko program dan kebijakan Pemerintah di tahun 2022 diantaranya risiko program
Energi Baru Terbarukan (EBT), risiko belanja negara, risiko, pembiayaan utang dan
risiko program jaminan kehilangan pekerjaan.

b. Pada tahun 2022, risiko pengembangan EBT khususnya sektor panas bumi yang
dilakukan melalui skema Government Drilling yaitu pada kegagalan eksplorasi. Jika
terjadi kegagalan eksplorasi, maka Pemerintah akan melakukan penggantian dana
ke PT. SMI sebesar nilai loss yang dikeluarkan dari dana Pembiayaan Infrastuktur
Panas Bumi (PISP).

c. Risiko pada belanja negara yaitu adanya peningkatan belanja negara untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kondisi pandemi COVID-19 yang
akan berdampak pada penurunan fleksibilitas fiskal. Selain itu, peningkatan
mandatory spending belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan capaian outcome
secara konsisten, contohnya skor PISA dan HCI yang masih perlu ditingkatkan.

d. Risiko belanja negara tahun 2022 juga muncul dari program PEN khususnya
stimulus fiskal berupa insentif perpajakan dan program bantuan sosial.

e. Risiko terkait pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yaitu potensi
mismatch antara kebutuhan pendanaan dengan biaya terhadap manfaat yang
dijanjikan. Hal tersebut karena program baru pertama kali dilakukan, sehingga
belum ada data historis sebagai basis perhitungan ketahanan dana.

Untuk memitigasi risiko program dan kebijakan, pemerintah melakukan:

a. Strategi diversifikasi pembiayaan melalui pengembangan pembiayaan kreatif
sehingga tidak hanya mengandalkan penerbitan SUN, melalui kombinasi beberapa
instrumen utang dan mendorong pengembangan sumber, skema dan instrumen
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pembiayaan non utang dengan memperhatikan tingkat biaya dan risiko yang dapat

ditanggung Pemerintah.

b. Penyiapan strategi memitigasi dampak krisis terhadap pasar SUN yaitu melalui
mekanisme stabilisasi pasar SUN (Bond Stabilization Framework dan Crisis
Management Protocol).

c. Dalam memitigasi risiko eksplorasi dilakukan melalui:

1) Pengalokasian Dana PISP (PMK Nomor 62/PMK.08/2017) untuk pembiayan
kegiatan government drilling, yaitu eksplorasi dalam rangka penyiapan tender
Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan data permukaan dan SOE drilling
(eksplorasi pada WKP milik BUMN).

2) Peningkatan kapasitas pembiayaan dan kapasitas fitur derisking Fasilitas PISP.

3) Pelaksanaan kegiatan pengeboran melalui skema dengan menggunakan APBN
dan Dana PISP.

4) Penguatan sinergi SMV Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan
Fasilitas PSIP sesuai dengan core business masing-masing SMV.

5) Penguatan koordinasi dengan stakeholders dalam rangka percepatan proses
perizinan maupun penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan proyek di
lapangan.

d. Perbaikan pengelolaan belanja negara, yang diantaranya dengan memperbaiki
kualitas output/outcome, mendesain program dan kebijakan yang lebih adaptif serta
melaukan evaluasi efektivitas dan efisiensi program untuk merespons kondisi yang
dinamis, guna memitigasi risiko belanja negara.

e. Pelaksanaan evaluasi implementasi program JKP pada dua tahun pertama.

1.3 Risiko Kontinjensi

a. Risiko korporasi BUMN pada dasarnya juga merupakan risiko APBN yang akan
terkonsolidasi dalam bentuk risiko keuangan negara. Pandemi COVID-19
menimbulkan dampak kepada BUMN dalam bentuk penurunan pelanggan dan
omzet penjualan, penundaan kontrak bisnis, penghentian proyek investasi,
macetnya tagihan piutang, dan kerugian konsolidasi bertambah besar ketika anak
cucu perusahaan (subsidiary) juga ikut merugi. Dampak tersebut berimplikasi pada
meningkatnya risiko solvabilitas perseroan dalam memenuhi kewajiban
pembayaran pinjaman jangka pendek, risiko kesinambungan (going concern), risiko
likuiditas dalam jangka pendek, serta risiko kerugian usaha sebelum pajak (net loss
before taxes).

b. Risiko fiskal yang berasal dari Penjaminan Pemerintah (government guarantee)
terjadi ketika alokasi dana cadangan yang telah disediakan oleh Pemerintah tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan akan klaim. Probabilitas terjadinya klaim di
tahun 2022 meningkat akibat tekanan keuangan pihak/proyek yang memperoleh
penjaminan sebagai implikasi pandemi.

c. Risiko implisit yang timbul dari penugasan pemerintah kepada BUMN infrastruktur
adalah meningkatnya jumlah kebutuhan porsi ekuitas atas biaya investasi serta
modal kerja dalam membayar kewajiban kewajiban yang jatuh tempo.

d. Risiko Jaminan Sosial yang berpotensi terjadi melonjaknya rasio klaim akibat
kondisi tertentu.

e. Pada tahun 2022 terdapat risiko penjaminan yang timbul dari pelaksanaan program
PEN antara lain risiko klaim penjaminan yang melebihi threshold loss ratio
penjaminan yang telah ditetapkan. Apabila hal ini terjadi, maka pemerintah harus
membayar kelebihan klaim dimaksud. Selain itu terdapat risiko kemungkinan
terjadinya peningkatan klaim loss ratio yang cukup tinggi sehingga melebihi alokasi
dana cadangan yang telah dianggarkan.
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f. Potensi risiko yang timbul dari adanya tuntutan hukum yang ditujukan kepada
Pemerintah Pusat adalah munculnya kewajiban negara berupa pembayaran ganti
rugi atau penyerahan aset negara berupa tanah dan/atau bangunan.

g. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera
menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup baik namun
juga rawan bencana. Lokasi geologis Indonesia yang terletak pada 3 (tiga) lempeng
aktif yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik serta di
lingkaran cincin api ring of fire menjadikan Indonesia memiliki risiko bencana alam
geologis seperti gempa bumi. tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung
api. Selain itu, Indonesia juga terletak di pusat ekuator yang menyebabkan
Indonesia memiliki risiko bencana alam yang bersifat hidrometeorologis, seperti
banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan.

Dari berbagai risiko di atas, terdapat upaya yang sedang dan akan dilakukan
Pemerintah:

a. Sebagai upaya pengendalian dan mitigasi atas kenaikan risiko fiskal yang
bersumber dari risiko korporasi BUMN, pemerintah melanjutkan dan menguatkan
kebijakan yang sudah ada dan menempuh berbagai upaya mitigasi baru sebagai
berikut: penguatan asesmen atas dokumen usulan PMN yang diajukan BUMN;
expected value creation dari pemanfaatan PMN yang telah dirumuskan oleh
Pengurus BUMN perlu dikonsolidasikan dan diintegrasikan ke dalam Key
Performance Indicator (KPI) Pengurus BUMN tersebut baik secara korporat
maupun individu; meningkatkan penguatan asesmen dengan menerapkan standar
yang lebih tinggi dalam penunjukkan Pengurus BUMN baik Dewan Direksi maupun
Dewan Komisaris; melakukan evaluasi secara lebih ketat atas kinerja Pengurus
BUMN vyaitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; melakukan
penguatan dalam standar dan praktik manajemen risiko di perseroan serta BUMN
melakukan transformasi menuju penerapan kinerja berbasis budaya risiko (risk
culture).

b. Mitigasi risiko fiskal dari penjaminan pemerintah dilakukan melalui monitoring
penjaminan dan memastikan risiko-risiko yang dapat menyebabkan jaminan
terklaim sudah dimitigasi baik oleh BUMN sebagai pelaksana proyek infrastruktur
maupun pemerintah sebagai regulator.

c. Mitigasi risiko BUMN infrastruktur meliputi: merencanakan dengan cermat
kebutuhan PMN dan melakukan asesmen terhadap kelayakan proyek yang akan
didanal serta melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memantau kondisi keuangan
BUMN Infrastruktur.

d. Mitigasi risiko jaminan sosial dilakukan dengan terus melakukan monitoring dan
evaluasi secara terintegrasi dengan sistem penganggaran melalui pembangunan
sistem pertukaran data dengan memanfaatkan Sistem Layanan Data Kementerian
Keuangan (SLDK) sebagai pembentukan Early Warning System, menerapkan
kebijakan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar yang diharapkan dapat
menambah ketahanan dana dalam jangka menengah meskipun terdapat potensi
downside risk, serta terus melakukan evaluasi indikator kesehatan keuangan
program JKK dan JKM, asumsi aktuaria untuk proyeksi ketahanan dana, dan
melakukan review besaran iuran manfaat secar rutin.

e. Upaya mitigasi risiko penjaminan yang sedang dan akan dilakukan pemerintah
adalah:

1) Melakukan pengawasan secara berkala khususnya terhadap sumber risiko
yang berpotensi menyebabkan terjadinya klaim.

2) Menyediakan dana cadangan kewajiban penjaminan.

3) Memperkuat peran PT Pl sebagairing fencing dalam hal menyerap risiko lebih
dari threshold loss limit penjaminan korporasi.

4) Menjaga kapasitas Penjamin (PT Jamkrindo. PT Askrindo. LPEL, PT PII) agar
dapat melaksanakan penugasan dengan baik.
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f. Mitigasi atas risiko tuntutan hukum dilakukan dengan pelaksanaan AAUPB (Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam mengambil kebijakan/keputusan dan
melakukan tindakan, serta peningkatan pemahaman kepada pimpinan K/L untuk
melakukan penanganan upaya hukum terbaik dalam rangka menghadapi tunturan
hukum.

g. Melakukan mitigasi melalui instrumen pembiayaan risiko penanggulangan bencana
yang dapat diimplementasikan antara lain yaitu instrumen pembiayaan yang
bersifat reaktif (ex-post financing seperti anggaran kontijensi.), alokasi/realokasi
anggaran, bantuan dari lembaga donor, instrumen yang bersifat preventif/ex-ante
financing (seperti dana cadangan (termasuk Pooling Fund Bencana), pinjaman
siaga dan skema risk transfer atau asuransi catastrophe bonds/cat bonds).

2. ANALISIS KEBERLANJUTAN FISKAL

Upaya menjaga keberlanjutan fiskal dapat dilakukan dengan menjaga tingkat kerentanan
fiskal. Adapun berdasarkan kajian The International Organization of Supreme Audit
Institutions (INTOSAI) (2010) untuk memonitor kerentanan fiskal, maka perlu dilihat
indikator rasio utang terhadap PDB, rasio utang terhadap pendapatan, rasio pembayaran
utang, dan rasio bunga utang terhadap pendapatan. Pada tahun 2020, level rasio utang
terhadap PDB (debt to GDP ratio) telah mencapai 39,39 persen atau 3,4 kali dari
pendapatan negara (angka tersebut masih lebih baik dibandingkan pada periode 1998-
2010), rasio utang terhadap pendapatan (debt to income ratio) mencapai 368,98 persen,
rasio bunga utang terhadap pendapatan (interest to revenue ratio) mencapai 19,06 persen,
dan rasio pembayaran utang terhadap pendapatan (debt service ratio) mencapai 46,76
persen. Di tahun 2021, fleksibilitas defisit APBN masih dialokasikan untuk penanganan
pandemi melalui dukungan program vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Namun, defisit
tersebut diupayakan secara gradual menurun sehingga risiko pembiayaan APBN lebih
terkendali.

Di tahun 2022, komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan dengan
melakukan pengelolaan fiskal secara pruden melalui konsolidasi APBN secara bertahap,
yakni dengan menjaga defisit APBN agar mendekati batas defisit 3%, serta mendorong
primary balance menuju positif melalui peningkatan pendapatan dan penguatan spending
better dan inovasi pembiayaan. Upaya untuk mendukung kesinambungan fiskal jangka
panjang adalah sebagai berikut:

a. Mengakselerasi pemulihan ekonomi sehingga kapasitas perekonomian menguat

untuk menopak biaya utang yang pada akhirnya dapat menjaga rasio utang terkendali
dalam batas manageable.

b. Melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap dengan tetap menjaga keseimbangan
antara kemampuan countercyclical untuk memelihara momentum pemulihan ekonomi
dengan upaya pengendalian risiko, sehingga konsolidasi tetap dilakukan secara
konsisten, dengan mendorong defisit kembali paling tinggi 3 persen di tahun 2023.

c. Melakukan reformasi fiskal secara holistik baik untuk optimalisasi pendapatan,
penguatan spending better dan inovasi pembiayaan.

d. Menjaga kerentanan fiskal dalam batas toleransi dengan mendorong optimalisasi
pendapatan dan penguatan spending better serta pengendalian utang lebih solid.

e. Pengelolaan portofolio utang dan manajemen pengelolaan pembayaran utang perlu
dijaga agar beban pembayaran utang tidak menumpuk pada satu waktu tertentu.
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